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PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR II7 TAHUN A'AI

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI PEI,AKSANAAI{ TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I(ABUPATEN PURWORB"IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORB"IO,

Menimbang: a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tertib
koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di l(abupaten
Rrrworejo, tilah diterbitkan Peraturan Bupati
Rrnrorejo Nomor 28 Tahun 2OL7 tentang Pedoman
Koordinasi Pelaksanaan TUgas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daeratr dan Badan Usatra Milik Daerah
I(abupaten Rrrworejo;

b. batrwa dengan terjadinya penataan organisasi
Perangkat Daeratr di linglnrngan Pemerintatr
I(abupaten hrnnrorejo, maka Peratrrran Bupati
Rrrurorejo sebagaimana dimaksud pada. huruf a,
sudatr tidaf< sesuai l"$, sehingga perlu diganti
dengan menerbitkan Perahrran yang baru;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagpimana
dimaksud pada hurrf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daeratr dan Badan Usatra Milik Daeratr l(abupaten
Rrrworejo;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatrun L945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang
Pembenttrkan Daeratr-daeratr l(abupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr;
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3.

tentang a blik
Indonesia 2O2O Nomor
lembaran Negara blik Indonesia Nomor 65734. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 ten
Perangkat
Indonesia

Daerah (Lembaran Negara
Lt4,Tahun 2OL6 Nomor

kmbaran Negara
telah diubah

Republik Indonesia
dengan

Nomor 5887),
Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
omor 18Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N

Tahun 2O16 Daerah
2O19 Nomor 187,

Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 9O Tahun

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang_ Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Prowinsi dan Kabupaten/Koia
(Berita Negara Republik Indonesia Ta*run '2019
Nomor 970);

7.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PURWORE"'O TENTANG PEDOMAN
KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO.

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bu mr Jrang dimaksud
Purworejo.
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l. Daerah adalah
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2 Daerah adalah
oleh Pemerintah

Urusan
Dewan Perwakilan

dan Dewan
Urusan

yang selanjutnya
Dewan Perwakilan

3.

4.
5.
6.

7.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Purworejo.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah9.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
disebut Sekretariat DPRD, adatah Sekretariat

12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupa.ten Purworeio.
13. Badan Daerah adalah adalah unsur penunians

Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana U

menjadi Daerah dipimpin
di bawah dan

melalui Sekretaris Daerah.

14.

15.

16.

urusan
pemerintahan vang meniadi kewenangan daerah vane dipimpin oleh
Kepala Badan vang
Sekretaris Daerah.

bertanggung jawab kepada Bupati melalui

BAB II

PEI{YELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 2

(1) Dalam dan fungsi
dan BUMD, Bupati

.,

6 t 6r 7t tu & T
11

+ 6

Perangkat
Daerah.

Sekretaris
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(2) Maksud penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi
antara Perangkat Daerah dan BUMD adalah untuk
mengembangkan hubungan ke{a secara struktural dengan
menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan
terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan
wewenangnya masing-masing.

(3) ta-uan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
unhrk perencanaan,

evaluasi, , dan pelaporan
tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan tertib

(4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangfu.t Daerah
dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penJrusunan keb{jakan pemerintahan daerah;
b. pemantauan, evaluasi,

pemerintahan, pembangunan, dan

dan pelaporan
program dan

penyelenggaraan rapat koordinasi.

(5) Dalam menjalankan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan,
Asisten Ekonomi dan Pembangunarx, serta Asisten Administrasi dan
Kesejahteraan Ralryat.

BAB III

PERANGKAT DAERAH DAN BUMD
YANG DIKOORDINASIKAN

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Pu:vorejo terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;

c

c.
d. Dinas Daerah;
e. Badan Daerah;dan
f. Kecamatan.
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Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri
dari:
a. Dinas Pendidikan dan Ke
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Ralgrat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
g. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
h. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil;
i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta

Masyarakat dan Desa;
j. Dinas Perhubungan;
k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
l. Dinas
m. Dinas

Olahraga dan Pariwisata;
dan Kearsipan;

n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
o. Dinas Penanaman Modal dan PeLayanan Terpadu Satu Pintu;
p. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;dan
q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri
dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daera-h

Pengembangan;
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Badan PengeloLaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;dan
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
BUMD

Pasal 6

BUMD yang dikoordinasikan terdiri dari:
a. Perseroan Terbatas Bank

Kantor Cabang Purworejo;
Daerah Jawa Tengah

b. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Purworejo;

c. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Iftedit
Kecamatan Purworejo;

d. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Iftedit
Kecamatan Jateng Cabang Purworejo;

e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;

dan
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f. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
g. Perusahaan Umum Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha

Husada Medika;dan
h. Perseroan Terbatas Pusat Relceasi dan Promosi

BAB TV

PENGOORDINASI.AN PERANGKAT DAERAH DAN BUMD

Pasal 7

(1) Dalam rangka membantu fungsi Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
a. secara runrrrn, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

seluruh Perangkat Daerah dalam hat
pemerintahan Lunurn, otonomi daerah, kerja sama dan
pertanahan, kesejahteraan ralgrat, penJrusunan dan penerbitan
produk hukum daerah, bantuan hukum dan hak asasi
manusia, pengkajian dan dokumentasi hukum;

b. secara khusus, tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
. Selcretariat DPRD;

Dinas dan Pencatatan Sipil (urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);

4. Dinas Perempuan dan anak
serta Pemberdayaan dan Desa (urusan

bidang pemberdayaan penempuan dan
perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa);

5. Dinas Perumahan Ralryat, I(awasan
Pertanahan (urusan pertanahan)

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

(urusan perizinan);
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
1O. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
1 1. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Sosial, Penduduk dan Keluarga

Berencana (urusan pengendalian penduduk dan keluarga

13. Dinas Peridustrian, Transmigrasi
tenaga kerja dan transmigrasi);

dan Tenqgn Kerja (urusan

14. Rumah Sakit Umum Daerah dr.
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15. Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A 'IJokronegoro Kelas C;dan
16. Kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat dibantu
oleh Bagian Pemerintahan, Bagran Kesejahteraan Rakyat dan
Bagian Hukum sesuai

(3) Baeian Pemerintahan

dengan tugas dan fungsinya.

tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
a. secara urnum, membantu seluruh Perangkat

Daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
administrasi serta kerjasama dan otonomi daerah.b. secara khusus, pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat
1. Sekretariat DPRD;
2. Inspektorat;
3. Dinas Kependudukan

Daerah yang terdiri dari:

administrasi
dan Pencatatan Sipil (urusan

dan pencatatan sipil);
4. Dinas

serta
dan per anak

pemerintahan bidang
Masyarakat dan Desa (urusan

pemberdayaan perempuan dan

dan desa);
5. Dinas Perumahan Ralgrat, Kawasan

Pertanahan (urusan pertanahan);
6. Badan Kesatuan Bangsa dan politik;

]. !1tuan Polisi Pamong prqia dan pemadam Kebakaran;
8. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu

(urusan perizinan);
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;dan
1O. Kecamatan.

anak dan bidang

Olahraga dan Pariwisata;

dan Pencatatan Stpll

masyarakat

dan

(a) Bagian Kesejahteraan Rakyat

dari:
tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri

a. Dinas
b. Dinas
c. Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesehatan;
d. Dinas Sosial, Pend Berencana

(urusan
e. Dinas (urusan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);f. Dinas dan Tenega Kerja (urusan
tenaga kerja dan

g. Dinas Pem dan
Masyarakat dan Desa (urrsan

perempuan dan
masyarakat dan

7
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h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tj itrowardoj o Kelas B;dani. Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro Kelas C.

(5) Bagian Hukum secara umum membantu
tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal

pen5rusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan
hukum dan hak asasi manusia, serta
hukum.

dan dokumentasi

Pasal 8

(1) Dalam rangka membantu fungsi Sekretaris
ayat (5), AsistenDaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

Perekonomian dan Pembangunan
tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut:
a. secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi

seluruh Perangkat Daerah dalam hal pengendalian pelaksanaan
administrasi
monitoring,

sarana prasarana daerah,

Ralglat, Kawasan Permukiman dan

pengadaan barang
pelaporan
dan jasa serta pengelolaan

sistem informasi dan pembinaan penga.daan barang dan jasa;
b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja (urusan perindustrian);
3. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

(urusan penanaman modal serta energi dan sumber Daya
mineral);

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas
6. Dinas

Pertanahan (urusan perumahan dan kawasan

evaluasi dan

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
9. Badan Perencanaan

Pengembangan;
Pembangunan Daerah, Penelitian dan

lO.Badan Pengeloaan Keuangan,
Daerah;dan

1I. BUMD.

dan Aset

(2) Dafam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah dimaksud pada ayat (1),
Asisten dan Pembangunan dibantu oleh Bagian

dan Sumber Daya Alam, Bagran Administrasi
serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai
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(3) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membantu
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat oaerarryang terdiri dari:
a. Dinas Ketahanana panga.n dan pertanian;
b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan;
c. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga -X.rl=" (rr""r,

perindustrian);
d. Dinas Penanaman Modat dan pelayanan Terpadu Satu pintu

O-**l penanaman modal serta 
- 
energi dan sumber naya

mineral);dan
e. BUMD.

(4) Bagian Administrasi pembangunan membantu mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah, seualai ber.ikua,--a. secara urnun, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas

dan fungsi seluruh perangkat daerah dalarrr hal pengendalian
pelaksanaan pembangunan, sarana prasarana daerah,

- monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
b. secara khusus, membantr:- mengoordinisikan pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
1. Pp"" Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;
2. Dinas Perhubungan;
3. Dinas Perumahan Ralryat, Kawasan permukiman dan

Pertanahan (urusan perumahan dan kawasan permukiman);4. Dinas Lingkungan Hidup dan perikanan;
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandia

(urusan statistik);
6. Badan Perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan

Pengembangan;dan
7. Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah.

(5) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara umum membantu
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat
Daerah dalam hal layanan pengadaan Uarang dan jasa irta
pengelolaan sistem informasi dan pembinaan pengada-an barang
dan jasa.

Pasal 9

(l) Dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas dan funesi
Sekretaris Daerah sebagaimana dimak-sua dahm -pasal Z ayat t5,Asisten Administrasi dan Umum mengoordinasitan petatiand#
tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut
a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

seluruf Perangkat laerah dalam hal penyelenggari.an pelayanL
tamu daerah, kelembagaan dan analis jabatan perangkat dierah,
pelayanan publik tata laksanan dan kinerja st.ta pi otot ol aan
komunikasi pimpinan,
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b. secara khusus, tugas dan fungsi
Perangkat
a. Dinas

Daerah, yang terdiri dari:
dan Kearsipan;

b. Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
(urusan komunikasi dan ;danc. Badan Kepegawaian dan
Manusia.

Pengembangan Sumber Daya

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah sebagaimana gi dimaksud pada
ayat (1), Asisten Administrasi dan Umum dibantu oleh Bagan
Umum, Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan serta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Umum membantu pelaksanaan hrgas
dan fungsi Perangkat Daerah:
a. secara umum membantu

dan fungsi Perangkat
daerah;dan

Daerah dalam hal pelayanan
tugas
tamu

b. secara khusus membantu tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah

(4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membantu
tugas dan fungsi Perangkat Daerah:

a. secara umum, membantu pelaksanaan tugas
dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan

dan komunikasi pimpinan;
b. secara khusus, membantu tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;dan
b. Dinas Statistik dan Persandian

(urusan dan informatika).

BAB V

RAPAT KOORDINASI

Pasal 10

(1) Bupati rapat koordinasi pembahasan
umum pemerintahan,

dan paling
dalam satu tahun, dengan
Pemerintahan Sekretariat Daerah.

(2) Sekretaris Daerah menyelenggarakan
umum

dan

sedikit 2 (dua) kali
berada pada Bagian

rapa.t koordinasi pembahasan
pemerintahan,

paling sedikit 4 (empat) kali
dalam satu tahun, dengan sekretariat berada pada Bagian

Sekretariat Daerah.
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(3) Sebelum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan
ayat (21, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan
Umum rapat koordinasi

umum
pembangunan, dan kemasyarakatan antar Perangkat Daerah yang
berada di bawah koordinasi

(4) Sekretariat rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri dari:
a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk rapat

dankoordinasi yang Asisten
Kesejahteraan Rakyat;

b. Bagian Administrasi
rapat koordinasi

Pembangunan Sekretariat Daerah untuk

Perekonomian dan Pembangunan;dan
Bagan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk rapat

yang oleh Asisten

c.
koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Pemerintahan dan

Ralryat.

BAB VI

JALUR KOORDINASI

Pasal 11

jalur koordinasi Perangkat Daerah dan BUMD adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2OL7 tentang Pedoman Koordinasi

Pelaksanaan T\rga.s Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworej Daerah Kabupateno
Purworejo Tahun 2Ol7 Nomor 28 Seri E Nomor 23), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Jan:en 2022.

Agar setiap orang mengetah uinya,
Peraturan Bupati lnl dengan penem

memerintahkan
patannya dalam Berita Daerah

DitetrFkan di Purworejo
pada tanggal 8l tr;ilrlre CrZf

t BUPATI PURWORE.IO
)
,b

fl AGUS BASTIAN

pada tanggal
di
4 lrltde 2t2l

Purworejo

PSEIGETARIS 
DAERAH PUR1TIORE.IO

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN'A NOMORIITSERI INOMOR 
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ID

n :'l n
BUPATI

ASISTEN
PEMERIMAHAN DAN KESE.IAHTERAAN RAKYAT

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN
ADMIMSTRASI DAN UMUM

STAT AHU
BI'PATI

BAGIAN
PEMERIIITAIIAN

BAGIAN
KESFJAI{TERAAN

RAKYAT

BAGIAN
HUI('M

BAGIAN
ADMIMSTRASI
PEI\'BANGUNAN

BAGI.AN
PENOADAAN

BARANO DAN JASA

BAGIAN
T.IMT,IM

BAOIAN
ORGAMSATII

BAGI,AN
PROIDKOL DAN

KOMUMKAST

BAOIAN
PERETONOMIAN

DAN SUMBER DAYA

^uy

Scluruh Perargkat
Da6ah dalar! hal
pcnyusunan d8n
pencrbitan produk
hukum daerah,
baahran hukum dan
HAM ocrtE
peagtqiian dan
dokurentaai hukuE

1, Secara uEu,I:
Seluluh
p€rangkat
daerah dslam
hal pelaJranan
tamu daa'ah

2.Sccara ldrusus:
Lingkup
Se.lrretariat
Daerah

A. DKPB
b. DKUKMP|
c. DINPERINTRA

NSNAXER
(Urusan
Perindustrian);

d. DNPMPISP
(UruEan
ftnalra&alr
Modal
ESDM);

e. Bt MD-

dan

1. Sccara umuE:
Seluruh
Pe.asgkat da€rah
dalam hsl
peayclmgganen
lr€protoLola! dan
k@unikasi
piEpinar

2. S€cara khusus:
a. DINPU$P
b. DINKOMINFO

STASANDI
(Unrsan
KoEirfo drn
Percandia!)

l. S€carc U!nU!!
Perangkat
Daerah dalam
hal
keleEbagaatr
dan analisis
jabatan,
pcrangkat
daerah,
Pcla)€nan
publik dan
tat8,lakEasa
serta kis€rja
dan rcforoaai
birolsasi

2, Secara
Khusus
BKPSDM

a. DINDIKBUD
b. DINPORAPAR
C. DINKES
d. DINSOSDAIDU

KKB
e. DISDUKCAPIL

(Urusan Daldu.k
den KB);

f. DINPERINTRAN
SNAXER
(Urusan Tenaga
Kerja dan
Trans@igraBi)

g. DINPPPAPMD
(Urusan
R@berdayaan
Magyarakaq

h. RSUD
Tjitrowadojo

i. RSUD R.A.A
Tjolsonegoro

l.Secara umum, Seluruh
perargkat daerah
dal@ hal p€ogcDdaliaa
pelaksanaan
pe@bacguna!, sarara
praaarana daerah,
monitorin& evaluasi
dan pelaporan
peEbangu[a!

2, Secara khusus,:
A" DPT'PR
b. DINHIJB
C. DINPERXIMTAN

(Urusan Feruaahatr
atan lGsasa[
Pe@ukiDran)

d. DLIIP
e. BPKPAD
f. BAPPEDAI.TTtsANG
g. DINKOMINTOSTA-

SANDI
(Urusaa Statistik)

1
I

l. Secara
Scluruh hrangkat
Daerah delam hal
penyclenggaraan
Adra.p€@erintahan,
adEitristrasi
kewilayahan Berta
kerjassDa dan
otoaoEi dacrah.
2. Secara I(husus:
a. Sek€tariat DPRD;
b. Lnspekto(at;
c. DINDITKCAPIL

(Urusan
AdEiadulcapiU

d. DINPPPAPMD
(Urusar Desa);

e. DINPERNIMTAN
(Urusan
PertarEhan)

f. BAKESBANGPOL;
g. SATPOL PP

DAMKAR
h. DPMPISP (Urusa!

Pcaansman
ModaD;

i. BPtsD;
i. I(€caratall.

I"AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR I,?TAHUNa.S'
TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI PEL,AKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PURII/ORAJO

Seluruh
p€rangkat daetah
dalam hal layaaq!
pengadaaE barsrog
jasa B€rta
p€ngelolaan
siEE@ InforEasi
d8tr pqobin8a!
pengadaa! bararg
dan jasa

PURWOy'e

AGUS BASTIAN
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